
BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASIN
NOMOR 72- TAHUN2017

TENTANG

PERUBAHANPERATURANBUPATIMUSI BANYUASINNOMOR 15 TAHUN2015
TENTANGPENGELOLAANKEUANGANDESA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa,

maIm perlu diubah Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi

Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No.5

Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan

Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 182 I);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
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Menetapkan

9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015 Nomor 18);

10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2016

Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi

Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN

BUPATIMUSIBANYUASINNOMOR15 TAHUN2015 TENTANG

PENGELOLAANKEUANGANDESA.

Pasall

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015

Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diganti dan ditambah 1 (satu)

angka baru yakni angka 25, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal1

24. Camat adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati

Musi Banyuasin untuk mengevaluasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)dan menyusun

kompilasi Laporan Pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam

wilayahnya di Kabupaten Musi Banyuasin.

25. Kepala Dinas PMD adalah Pejabat yang diberi wewenang

oleh Bupati Musi Banyuasin untuk menerima Hasil

evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

yang sudah dievaluasi oleh Camat dan menyusun

Kompilasi Laporan Pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam

Kabupaten Musi Banyuasin.
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2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, serta ditambah 2 (dua)

ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal21

(1)Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah

disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada

Bupati Musi Banyuasin melalui camat paling lambat 3

(tiga)hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2)Bupati Musi Banyuasin menetapkan hasil evaluasi

Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari keIja sejak

diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa.

(3)Dalam hal Bupati Musi Banyuasin tidak memberikan

hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan

sendirinya

(4)Dalam hal Bupati Musi Banyuasin menyatakan hasil

evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari

keIja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(5)Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk disampaikan

kepada TimKlarifikasiKabupaten Musi Banyuasin.

(6)Bupati membentuk Tim Klarifikasi terhadap Peraturan

Desa dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin

yang anggotanya melibatkan unsur organisasi

perangkat daerah.
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3. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan

ayat (5)diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal23

(1) Bupati Musi Banyuasin mendelegasikan evaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada

camat dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20

(dua puluh) hari keIja sejak diterimanya Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi

dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang Iebih tinggi, Kepala Desa melakukan

penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari keIja

terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala

Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa

tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDesa menjadi Peraturan Desa, camat

menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa

kepada Bupati Musi Banyuasin.

4. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal38

(1)Kepala Desa menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

kepada Bupati Musi Banyuasin melalui Kepala Dinas

PMDsetiap akhir tahun anggaran.

-5-



Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu
fada tanggal1-1 OeEMl!>aL 2017

/ BUPATI MUSI BANYUASINf .

\
ODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal:q Df'JO\I1&D'- 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABU ATEN MUSI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2017 NOMOR 72.
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